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BAB III 

TINJAUAN UMUM 

 

A. Gambaran Umum Kota Semarang 

1.  Letak Kota Semarang secara Geografis  

Kota Semarang merupakan Ibukota Propinsi Jawa Tengah yang 

terletak di bagian Utara Jawa Tengah. Kota Semarang yang memiliki luas 

wilayah 373,7 km2 atau seluas 37.369,568 H ini, secara geografis di 

sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kendal, di sebelah timur 

berbatasan dengan Kabupaten Demak, di selatan dengan Kabupaten 

Semarang, dan di utara dengan Laut Jawa. Adapun secara administrative 

Kota ini terbagi atas 16 wilayah Kecamatan dan 177 Kelurahan. Kota 

Semarang sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, kegiatan industri, 

transportasi, pendidikan, pariwisata dan lingkungan permukiman. 

2. Ekonomi dan Sosial Budaya Kota Semarang 

Pertumbuhan Ekonomi 5,72 %. Kontribusi terbesar pada sektor 

Perdagangan 35,45 %, Keuangan 6.37 %, Industri 31,69 %, Bangunan 

3,60 %, Jasa-Jasa 13,12 %, Gas, Listrik 1,50 %, Angkutan 7,34 %, 

Pertanian 0,67 %, dan Pertambangan 0,26 %. Penduduk Semarang 

umumnya adalah Suku Jawa dan menggunakan bahasa jawa sebagai 

bahasa sehari-hari. Komunitas Tionghoa cukup besar di kota ini, namun 

mereka sudah berbaur erat dengan penduduk setempat dan menggunakan 

bahasa Jawa dalam berkomunikasi sejak ratusan tahun silam. Kondisi 
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multikultur dan pembauran ini nampaknya mempengaruhi corak 

keberagamaan masyarakat kota ini yang cenderung moderat (abangan). hal 

ini juga terkait budaya Semarang yang merupakan pertemuan antara 

budaya pesisiran dengan budaya pedalaman (Arsy: 2013: 53) 

3. Keberagamaan Kota Semarang 

Menurut Badan Kesatuan Bangsa Politik Kota Semarang, dalam 

SK Walikota No. 450/125/2014 Tgl. 5 Pebruari 2014. Kota Semarang 

yang penduduknya berjumlah 1.544.358 Jiwa dengan pemeluk agama 

Islam 1.288.502 Jiwa (83,43%), agama PProtestan 109.707 Jiwa (7,10%), 

agama Katolik 114.857 Jiwa (7,43%), agama Budha 18.496 Jiwa (1,20%), 

agama Hindhu 10.537 Jiwa (0,68), dan agama Konghucu 2.259 Jiwa 

(0,15%). 
1
Perbedaan tidaklah harus dijadikan sebagai emicu konflik 

namun jadikanlah perbedaan itu sebagai warna yang memperindah Kota 

Semarang, dengan keadaan yang plural ini kita manfaatkan dengan 

menjalin kebersamaan meski dalam perbedaan.  

Seperti yang disampaikan oleh Walikota Semarang dalam RAKOR 

FKUB tahun 2014 bahwa jika mencari kejelekan orang lain itu lebih 

mudah dari pada berusaha mencari kebaikan orang lain. Beliau begitu 

meyakinkan masyarakat untuk tetap kompak dalam satu visi dan satu 

semangat sehingga kesulitan dan konflik yang ada dapat terselesaikan 

dengan baik. Beliau yakin bahwa jika tokoh agamanya terlihat guyub 

maka umatnya hidup tenteram dan rukun. 

                                                           
1 Drs. H. Kuncoro Himawan, Msi, Badan Kesatuan Bangsa Politik Kota Semarang, SK Walikota 

No. 450/125/2014 Tgl. 5 Pebruari 2014. 
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B. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Semarang 

1. Profil FKUB Kota Semarang  

Kantor Forum Kerukunan Umat Beragama atau yang biasa 

disebut dengan FKUB ini terletak di Jl. Teuku Umar No. 2 Tinjomoyo 

Semarang, nomor telepon (0247461915).  

Mas’ud dalam buku Kompilasi Kebijakan Dan Peraturan 

Perundang-Undangan Kerukunan Umat Beragama, menyatakan 

bahwa Menteri agama, K.H. M. Dahlan, dalam pidato pembukaan 

musyawarah antar agama antara lain menyatakan:  

Adanya kerukunan antara golongan beragama adalah 

merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya stabilitas politik 

dan ekonomi yang menjadi program kabinet AMPERA. Oleh 

karena itu, kami mengharapkan sungguh adanya kerja sama 

antara pemerintahan dan masyarakat beragama untuk 

menciptakan “iklim kerukunan beragama” ini, sehingga 

tuntutan hati nurani rakyat dan cita-cita kita bersama ingin 

mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang dilindungi 

oleh Tuhan yang Maha Esa itu benar-benar terwujud. 

 

Berdasarkan atas persoalan-persoalan tentang kerukunan hidup 

umat beragama mencakup berbagai hal. Pertama implementasi tata 

perundang-undangan khususnya undang-undang No. 32 tahun 2004 

tentang perumusan kebijakan pembangunan bidang keagamaan adalah 

termasuk dari lima urusan pemerintahan yang masih dipegang oleh 

pemerintah pusat. Kelima unsur itu maka termasuk urusan keagamaan 

berada di dalamnya. Pemerintah pusat menganggap bahwa urusan 

keagamaan adalah persoalan yang amat sensitif dan sewaktu-waktu 

apabila salah dalam mengambil keputusan dan kebijakan akan 
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berdampak yang lebih luas. Masalah agama ekalipun ia adalah 

persoalan yang bersifat batiniah akan tetapi suwaktuwaktu dapat 

berubah menjadi ledakan konflik sosial. Oleh karena itu, pemerintah 

pusat tetap berharap dapat mengendalikan administrasi pembangunan 

bidang keagamaan. Secara substansi, pemerintah daerah diharapkan 

dapat meneruskan kebijakan pusat tanpa melakukan rekayasa. Kedua 

kehadiran rumah ibadat pada dasarnya adalah bangunan biasa yang 

sama dengan bangunan lainnya. Akan tetapi opini telah terbentuk 

dalam masyarakat bahwa rumah ibadah memiliki fungsi yang lain 

yaitu bukti hukum maupun bukti fakta kehadiran umat beragama yang 

lain di daerah tertentu.( Hakim: 2013: xv-xvi) 

Berdasarkan salah satu isi Peraturan Bersama Menteri Agama 

dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No.8 Tahun 2006 adalah 

pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), 

sebagaimana diatur pada Bab III pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, 

dan pasal 12. FKUB adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan 

difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, 

dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan 

kesejahteraan (Mas’ud: 2012: 40). 

2. Pembentukan FKUB 

 FKUB dibentuk di provinsi dan kabupaten/kota [PBM Menag 

dan Mendagri No. 9 dan No. 8 tahun 2006, pasal 8 ayat (1)]. 

Pembentukan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan 
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oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah [Peraturan 

Bersama Menteri (PBM) Menag dan Mendagri No. 9 dan No. 8 tahun 

2006, pasal 8 ayat (2)]. 

FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memiliki hubungan 

yang bersifat konsultatif [PBM Menag dan Mendagri No. 9 dan No. 8 

tahun 2006, pasal 8 ayat (3)]. 

3. Tugas FKUB  

FKUB Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 

mempunyai tugas:  

1.  Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh 

masyarakat;  

2.  Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi 

masyarakat;  

3.  Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat 

dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan 

Gubernur;  

4.  Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan 

kebijakan dibidang keagamaan yang berkaitan dengan 

kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat 

[PBM Menag dan Mendagri No. 9 dan No. 8 tahun 2006, 

pasal 9 ayat (1)].  

FKUB Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 

ayat 1 mempunyai tugas:  
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1.  Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh 

masyarakat;  

2. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi 

masyarakat;  

3. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat 

dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan 

Walikota; 

4. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan 

kebijakan dibidang keagamaan yang berkaitan dengan 

kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat;  

5. Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan 

pendirian rumah ibadat. [PBM Menag dan Mendagri No. 9 

dan No. 8 tahun 2006, pasal 9 ayat (2)]. 

4. Keanggotaan FKUB 

 Keanggotaan FKUB terdiri atas pemuka-pemuka agama 

setempat [PBM Menag dan Mendagri No. 9 dan No. 8 tahun 2006, 

pasal 10 ayat (1)]. 

Anggota FKUB Provoinsi berjumlah paling banyak 21 orang 

dan jumlah FKUB Kabupaten/Kota paling banyak 17 orang. [PBM 

Menag dan Mendagri No. 9 dan No. 8 tahun 2006, pasal 10 ayat (2)].  

Dengan komposisi keanggotaan FKUB Provinsi dan 

Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan 

berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama setempat dengan 
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perwakilan minimal satu orang dari setiap agama yang ada di Provinsi 

dan Kabupaten/Kota [PBM Menag dan Mendagri No. 9 dan No. 8 

tahun 2006, pasal 10 ayat (3)]. 

5. Kepemimpinan FKUB  

Menurut PBM Menag dan Mendagri No. 9 dan No. 8 tahun 

2006, pasal 10 ayat (4) FKUB dipimpin oleh satu orang ketua, dua 

orang wakil ketua, satu orang sekretaris, satu orang wakil sekretaris, 

yang dipilih secaramusyawarah. 

6. Dewan penasehat FKUB  

Berdasarkan PBM Menag dan Mendagri No. 9 dan No. 8 tahun 

2006, pasal 11 ayat (1)Dalam memberdayakan FKUB, dibentuk 

dewan penasehat FKUB di Provinsi dan Kabupaten/Kota.  

7. Tugas dewan penasehat  

Berdasarkan PBM Menag dan Mendagri No. 9 dan No. 8 tahun 

2006, pasal 11 ayat (2) Dewan penasehat FKUB sebagaimana 

dimaksud pada ayat 1 mempunyai tugas:  

a). Membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan 

pemeliharaan kerukunan umat beragama; 

b). Memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan pemerintah 

daerah dan hubungan antar sesama instansi pemerintah di 

daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama. 
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8. Keanggotaan dewan penasehat FKUB  

Berdasarkan PBM Menag dan Mendagri No. 9 dan No. 8 tahun 

2006, pasal 11 ayat (3) keanggotaan dewan penasehat FKUB Provinsi 

sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh Gubernur dengan 

sususnan keanggotaan:  

a. Ketua : Wakil Gubernur  

b. Wakil Ketua : Kepala kantor wilayah departemen 

agama provinsi  

c. Sekretaris : Kepala badan kesatuan bangsa dan 

politik provinsi  

d. Anggota : Pimpinan instansi terkait 

Berdasarkan PBM Menag dan Mendagri No. 9 dan No. 8 tahun 

2006, pasal 11 ayat (4) keanggotaan dewan penasehat FKUB 

Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh 

Gubernur dengan susunan keanggotaan: 

a. Ketua : Wakil bupati/wakil wali kota  

b. Wakil Ketua : Kepala kantor departemen agama 

kabupaten/kota  

c. Sekretaris : Kepala badan kesatuan bangsa dan 

politik kabupaten/kota  

d. Anggota : Pimpinan instansi terkait 

Ketentuan lebih lanjut mengenai FKUB dan dewan penasehat 

FKUB Provinsi dan Kabupaten/Kota diatur dengan peraturan 
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Gubernur [PBM Menag dan Mendagri No. 9 dan No. 8 tahun 2006, 

pasal 12]. 

 

C. Panduan Kerukunan Hidup Umat Beragama DI Kota Semarang 

Latar belakang dari penerbitan panduan kerukunan hidup umat 

beragama di Kota Semarang bahwa keinginan hidup dalam keadaan 

rukun, damai, dan aman sulit dicapai, justru kesalah pahaman, 

pertentangan, perseteruan bahkan perpecahan yang membuat suasana 

hidup menjadi kontra produktif bagi terwujudnya kerukunan. Kondisi 

demikian bukan hanya merugikan pihak-pihak yang saling 

bertentangan  tetapi juga merugikan  pihak lain yakni pihak 

lingkungan yang ada di sekitarnya. Hal itu didorong antara lain oleh 

sikap yang berlebihan dalam menilai kebenaran terhadap kayakinan 

pribadinya, tanpa menghargai kebenaran menurut keyakinan orang 

lain. 

Dalam rangka menghindari egoistis dari sikap kelompok dalam 

masyarakat sosial yang mana perlu dikembangkan komunukasi yang 

saling terbuka untuk menerima dan memberi berbagai informasi yang 

berkembang dalam suatu kelompok masyarakat menuju terwujudnya 

sikap toleransi sebagai modal utama terjalinnya kerukunan. Dengan 

komunikasi yang berjalan secara efektif, dapat menjadikan suasana 

rukun dan damai, aman, yang dapat menjadikan kehidupan lebih 

kondusif. Untuk memelihara kerukuna di antara umat beragama yang 

memiliki perbedaan keyakinan, cara-cara beribadah, dan kegiatan 
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ritual dari masing-masing agama, perlu disepakati hal-hal yang bisa 

dijadikan pedoman dalam bersikap dan berperilaku serta bisa diterima 

semua pemeluk agama. 

Berdasarkan pemikiran tersebut dan dengan aspirasi serta 

inspirasi yang timbul dalam kegiatan selama satu tahun anggaran 2014 

FKUB Kota Semarang : 

a. Mengadakan studi banding di wilayah yang mayoritas agama hindu 

di Provinsi bali, 

b. Mengadakan enam kali dialog interen umat beragama (Islam, 

Kristen, Khonghucu, Budha, Hindu, dan Katolik), 

c. Dialog antar umat beragama, 

d. Rapat koordinasi FKUB dengan instansi terkait dan rapat-rapat 

pengurus FKUB, 

e. Workshop Kerukunan Umat Beragama  

Maka para anggota FKUB Kota Semarang sepakat membuat 

rumusan panduan kerukunan hidup umat beragama di Kota Semarang 

yang terdiri dari : 

Pasal 1 (Keterangan Umum) 

1. Kebebasan beragama merupakan hak paling asai manusia. 

Setiap orang bebas memeluk agama yang diyakininya dan 

beribadat menurut ajaran agama yang diyakininya. 
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2. Agama dalam konteks FKUB adalah agama yang secara 

sah diakui di Indonesia meliputi agama Islam, Hindu, 

Budha, Kristen, Katolik, dan Konghucu. 

3. Toleransi adalah sikap menghormati hak dan kebebasan 

orang lain menghargai dan mengakui adanya perbedaan 

serta menghargai kebenaran yang diyakini orang lain. 

4. Kerukunan adalah kondisi sosial dalam keadaan damai di 

antara berbagai elemen sosial masyarakat yang berbeda 

latar belakang, etnis, budaya, agama dan kepercayaan. 

5. Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan 

sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling 

pengertian, menghormati dalam pengamalan ajaran 

agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyrakat, 

berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan 

Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

 

Pasal 2 (Ucapan dan Menjawab Salam) 

1. Ucapan salam dari seseorang bukan hanya menunjukkan cirri 

suatu agama, tetapi mengandung makna khusus sesuai ajaran 

agama yang dianutnya. 

2. Ucapan salam sebaiknya dilakukan di internal agama masing-

masing 
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3. Setiap umat beragama diperbolehkan mengucapkan salam 

agamanya kepada umat yang lain. 

4. Ucapan salam dalam konteks kehidupan umat beragama yang 

berlaku di lingkungan FKUB dan antar umat beragama 

diserahkan kepada keyakinan masing-masing agama yang 

dipeluknya. 

5. Menjawab salam dari umat agama yang berbeda, diserahkan 

kepada keyakinan dan ketentuan masing-masing agama. 

Seseorang tidak boleh memaksa dan dipaksa untuk menjawab 

salam orang lain yang dipandang tidak sesuai dengan 

keyakinannya. 

 

Pasal 3 (Penyiaran Agama)  

1 Penyiaran agama adalah segala kegiatan yang bentuk, sifat 

dan tujuannya adalah menyebar luasakan ajaran suatu 

agama. 

2 Penyiaran agama tiap umat beragama supaya dilaksanakan 

denga semangat toleransi kerukunan, tenggang rasa, saling 

menghargai dan hormat-menghormati antar umat beragama. 

3 Penyiaran agamatidak dibenarkan ditunjukkan terhadap 

orang dan atau orang-orang yang telah memeluk suatu 

agama tertentu. 
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4 Setiap umat Bergama diperbolehkan dengan sukarela atas 

kemauan dan kesadaran sendiri mengunjungi atau 

mendengarkan ceramah agama lain dengan maksud untuk 

mengenal agama tertentu 

5 Penyiaran agama harus tetap memperhatikan dan mentaati 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

Pasal 4 (Bantuan Sosial)  

1. Setia umat beragama diharapkan saling menumbuhkan sikap 

saling tolong-menolong 

2. Bantuan social yang diberikan setiap umat beragama harus 

bertujuan murni untuk menolong oeang yang membutuhkan, 

tidak boleh sebagai alat untuk mempengaruhi agar supaya 

orang lain tertarik untuk memeluk suatu agama tertentu. 

3. Bantuan yang diberikan kepada penganut agama lain dalam 

bentuk apapun dari pihak manapun sebaiknya 

dikoordinasikan dengan FKUB/Instansi terkait setempat 

terkecuali telah diatur dalam perundang-undangan. 

 

Pasal 5 (Pendirian Rumah ibadat) 

1. Setiap umat beragama berhak untuk mendirikan rumah 

beribadat sesuai dengan keperluan nyata masing-masing 

pemeluk agama. 
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2. Setiap umat beragama bila akan mendirikan rumah 

beribadat harus memenuhi persyaratan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan 

3. Bangunan gedung bukan rumah ibadat tidak boleh dijadikan 

rumah ibadat, kecuali mendapat izin sesuai peraturan 

perundang-undangan 

4. Pendirian rumah ibadat disamping harus mentaati peraturan 

perundang-undangan, juga harus memperhatikan nirma 

yang berlaku dalam masyarakat. 

5. Bila muncul kesalahan pahaman yang menyangkut 

pendirian rumah ibadat, diselesaikan dengan musyawarah 

dalam semangat toleransi dan kerukunan. 

 

Pasal 6 (Do’a Bersama). 

1. Do’a bersama adalah kegiatan yang dilakukan secara 

bersama-sama untuk memohon/meminta kepada Tuhan 

sesuai dengan keyakinan masing-masing umat beragama. 

2. Setiap umat beragama diperbolehkan mengikuti do’a 

bersama kepada agama lain. 

3. Khusus bagi pemeluk agama Islam, mengenai do’a bersama 

dilaksanakan sesuai dengan panduan MUI dan bagi agama 

lain mengikuti panduan dari organisasi/Lemabaga 

keagamaan yang bersangkutan. 
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Pasal 7 (Perayaan Hari-Hari Besar Keagamaan)  

1. Setiap umat beragama berhak mengikuti perayaan hari besar 

agama sesuai dengan ajaran agama masing-masing. 

2. Perayaan agama dilaksanakan dengan semangat toleransi 

kerukuknsn, saling menghargai dan hormat-

menghormatiantar sesama pemeluk agama. 

3. Setiap umat beragama diharapkan tidak menggunakan 

atribut, simbol atau apapun yang sudah menjadi kebiasaan 

(adat) agama lain dalam perayaan agama supaya tidak 

menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. 

4. sepanjang tidak bertentangan dengan akidah/ajaran 

agamanya, penganut agama lain dapat turut menghormati 

dan menghadiri perayaan keagamaan tersebut sesuai dengan 

asas kekeluargaan dan kerukunan. 

Pasal 8 (Busana)  

1 Pakaian bukan hanya penutup tubuh, tetapi mengandung 

arti/makna sesuai dengan ajaran agama dan budaya masing-

masing. 

2 Setiap umat beragama yang memasuki tempat ibadah 

seyogyanya mengenakan busana/pakaian yang santun yang 

sesuai dengan ketentuan agama tempat ibadah yang 

dimasuki. 
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Pasal 9 (Perkawinan Antar Umat Beragama)  

1 Antar pemeluk agama yang berbeda diharap tidak 

melakukan uapaya untuk memaksa penganut agama lain 

menjadi penganut agama tertentu dengan dalih 

perkawinan. 

2 Perbedaan agama yang timbul dalam satu keluarga setelah 

perkawinan, diharapkan masing-masing anggota keluarga 

tetap saling menghormati dan menjaga toleransi beragama. 

 

a) Pasal 10 (Pemakaman) 

i. masalah penguburan jenazah adalah menyangkut keyakinan 

agama. 

ii. setiap umat beragama berhak mengadakan upacara 

pemakaman di area pemakaman umum maupun 

pemakaman khusus sesuai ajaran agama masing-masing, 

sepanjang sesuai dengan norma yang berlaku di tempat 

tersebut dengan menghormati kearifan setempat. 

iii. Pemakaman/Penguburan seseorang yang meninggal dunia, 

dilaksanakan sesuai dengan agama yang diyaikinya sewaktu 

terakhir dia hidup. 

iv. Setiap umat beraga disarnkan memiliki area tempat 

penguburan masing-masing. 
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Pasal 11 (Penyelesaian Konflik Antar Umat Beragama) 

1 Peneyelesaian kesalah pahaman, perselisihan atau konflik 

antar umat beragama diselesaikan melalui musyawarah 

dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat 

setempat. 

2 Musyawarah dilakukan secara berjenjang dari tingkat 

terendah. 

3 Apabila musyawarah belum dapat menyelesaikan masalah, 

maka permasalahan diselesaikan dengan difasilitasi FKUB 

dan Instansi terkait. 

 

b) Pasal 12 (Laksanakan 10 Hal Kebaikan) pada poin 1. 

1. Pelajari, pahami, dan amalkan ajaran agama yang dianutnya 

dengan baik. 

2. Memahami dan mempelajari ajaran agama lain diperbolehkan 

guna untuk mendapat pemahaman yang benar dan menghindari 

kesalah pahaman antar umat beragama. 

3. Patuhi perundang-undangan yang berlaku. 

4. Hormati norma yang berlaku dalam masyarakat. 

5. Patuhi segala janji kesepakatan yang telah dibuat. 

6. Lakukan musyawarah dan dialog bila ada kesalah pahaman, 

perselisihan atau konflik. 
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7. Hormati sesama manusia apapun etnis, suku, bahasa, dan 

agamanya 

8. Berikan bantuan kepada mereka yang memerlukan tanpa 

melihat latar belakang agamanya 

9. Bila ada berita yang mengganggu kerukunan, cari informasi 

dan klarifikasi sebelum memberi tanggapan. 

10. Lakukan komunikasi dan silaturahmi secara terus menerus 

dalam interen umat agama dan antar umat beragama serta antar 

umat beraga dengan pemerintah 

 

 

 

Pasal 13 (Larangan Melakukan Sepuluh Hal Keslahan) 

1 Berperilaku yang sebenarnya bertentangan dengan ajaran 

agama yang dipeluknya. 

2 Ketidak pedulian terhadap kesulitan orang lain termasuk 

yang berbeda agama 

3 Mengganggu orang lain walaupun berbeda agama. 

4 Melecehkan agama dan tata cara ibadah penganut agama lain 

5 Menghasut dan memprovokasi yang menimbulkan 

kebencian, permusuhan dan kerusuhan antar umat beragama 

6 Saling curiga antar umat begama dan berperilakuyang bisa 

menimbulkan kecurigaan bagi umat lain 
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7 Berbuat sesuatu kepada orang lain yang kita sendiri tidak 

suka apabila orang lain tersebut melakukan hal sama 

terhadap kita 

8 Melanggar norma yang berlaku dan kesepakatan yang sudah 

dibuat 

9 Memaksakan kehendak kepada orang lain dan berpihak pada 

kepentingan atau golongan tertentu dengan 

mengatasnamakan agama atau FKUB 

10 Berbohong sekecil apapun terhadap orang lain 

 

Pasal 14 (Penutup) 

Demikian panduan kerukunan hidup umat beragama disusun 

beradasarkan gagasan tokoh dari keenam agama, yang difasilitasi oleh 

FKUB Kota Semarangsebagai acuan moral untuk memeliradan 

peningkatan kerukunan umat beragama di Kota Semarang. Mudah-

mudahan Tuhan Yang Maha Esa selalu meridhoi segala uapaya kita 

dan hanya kepadaNya kita berserah diri. 

D. Data Anggota FKUB 2016 

Ketua  : Drs. HN. Mustam Aji, MM. (Islam) 

Wakil Ketua I : Syarif Hidayatullah, S.Ag., M.Si. (Islam) 

Wakil Ketua II : Y. Edy Riyanto, SE. (Katolik) 

Skretaris  : H. Zumroni, S.Hi. (Islam) 
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Anggota  : Pdt. Rahmat P. Rajagukguk, S.Th. 

(Kristen) 

    Prof. Dr. H. Muslich Shobir, MA. (Islam) 

    Drs. H. Ahmad Sodli, M.Ag. (Islam) 

    Drs. H. Nurbini, M.Si. (Islam) 

    Drs. H. Abdoel Kholiq, M.Pd. (Islam) 

    Drs. KH. M. Tauhid, M.Si. (Islam) 

    Drs. H. Andi Syahrudin Patirsa, M.Ag. 

(Islam) 

    GM. Suranto. (Katolik) 

    St. Ir. Wesly T.P. Manurung (Kristen) 

    Diah Putri Chendrawari, ST. (Budha) 

    Dr. Ir. Wayan  Sukaryadilaga, MS. (Hindu) 

    Ws. Indriani, HS (Konghucu) 

Demikian isi buku panduan kerukunan hidup umat beragama di 

Kota Semarang yang terdiri dari 14 pasal dan 61 poin. Dengan jumlah 

16 anggota dari perwakilan semua agama di Kota Semarang. 

 


